Menimbang :

Mengingat

BUPATI TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

a.

1.

NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di
daerah yang sesuai dengan Kkepranataan usaha,
pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan
pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu‘
mendukung terwujudnya ketertiban dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;

bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29
Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan perkembangan situasi dan kondisi sehingga

perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; '
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentaﬁg
Pembentukan  Daerah-daerah ~ Kabupaten  dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Neg%rjé;

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahiain'

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor éO)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahil,fln

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repl,;blik
Indonesia Nomor 2730); '

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jag,sg
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah%ugq’

§ :’
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repub,flilé

ik
Indonesia Nomor 3833); ‘

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tent g
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas ‘cﬁ‘(a;l

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republil

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran'

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub lik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar. Len;bara:i
Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubeh
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor |11
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan ?1
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CO;‘
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepubliE
Indonesia Nomor 5038); ‘

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta;rié"
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ',(Le;nba:?at’;
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

I
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nort;dr:
5233); ; ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor '63,‘
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun %O 10
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Normor
157); |
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentg g
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Neg ré
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 5?)‘
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerini,a%ﬂ

Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); !
1

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 ten’iti ng

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembari‘.g

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor biﬁi{,
|

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nbrhé
3957); I

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanso

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggars

Pemerintahan- Daerah (Lembaran Negara Republij
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembats

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentar

| o I S

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintak

’

=

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dae rah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone=s1a

Tahun 2007 Nomor 82, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); ‘;

P

i
(




Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
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2.
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13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 /PRT/M/2011
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usahag‘.{as'a

Konstruksi Nasional,

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011

tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usalqa
Jasa Konstruksi;

b

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Rerita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahuyn
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Déc%ralh ‘
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaittén X
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JAVC‘A'
KONSTRUKSI.

BAB I
" KETENTUAN UMUM ‘
Pasal 1 j

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

i} Kabupé.tén
Trenggalek.
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Bupati adalah Bupati Trenggalek.

Dewan Perwakilan Rakyat Trenggalek, yang selanjut’nya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Trenggalek.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi

pengawasan pekerjaan konstruksi. 8

Usaha jasa koﬁstmksi adalah usaha dalam layanan jasa

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan

jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawa%an
jasa pekerjaan konstruksi. i

Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya dlsmgkat

BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergefak
di bidang Jasa Konstruksi. ‘

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat ILi.JK
adalah izin untuk melakukan wusaha di bidang Jasa
Konstruksi yang d1ber1kan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pekerjaan konstruk31 adalah keseluruhan atau sebaglan
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang inencakup pekerjaan arsitektural,
sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lain.

Perencana konstruksi adalah penyedia jasa

o :ilng
perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli

yang
profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen

perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. E

Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan
atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di b1dang

pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan
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13.

14,

15.

16.

6.

kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanq.an

menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. 1

Pengawas konstruksi adalah peryedia jasa orang perorangan
atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang
pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan
pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Domisili adalah tempat pendirian dan/gtau
kedudukan/alamat orang perseorangan dan badan usaha

yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

i

Sert1ﬁkat adalah {

a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan
kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di
bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk or:‘mg

perseorangan atau badan usaha; atau 3
i

b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan

profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja or?.ng

perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dlSllln
keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau

kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi unfﬁk
menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi
menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolonéan
profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan |

di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuyan "

dan/atau keterampilan tertentu dan /atau kefungsian

dan/atau keahlian masing-masing.

i

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi un;tuk;

menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstni1ksi
menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampf:,lan
usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahiian

kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi mefaurut
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17.

18.

19.

20.

21.

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kcJuguran |

dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian,
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tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan
keahlian.

Herregistrasi adalah registrasi ulang IUJK tiap tahun yang
dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan BUJK yé.ng
telah memegang IUJK dan masih berlaku. |

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagl

penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat. '

Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor
28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi. '

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat
PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan czian

nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan

wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki -
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses -
,

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan san'ipai

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu
tempat.

Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, .
kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan = dan
nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama :

pemberi wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang

jelas.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
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keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk
melakukan  penertiban, pengendalian, pembinaan, dan

pengawasan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk: W

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa ’
konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,

andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstrpksi
yang berkualitas;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang
menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa |dan
penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan

kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang—undangan;
dan

c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang :jasa |
konstruksi.

BAB 111
PRINSIP UMUM PEMBERIAN IUJK }
Pasal 5

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a. mengedepankan pelayanan prima;

b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan

¢. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi. =
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BAB IV
USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6

(1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
a. jenis usaha;
b. bentuk usaha; dan
c. bidang usaha jasa konstruksi. s

(2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan

jasa pengawasan konstruksi.

(3) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaiméma
dimaksud pada ayat (2) memberikan layanan jasa konsultansi
perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan sampai

dengan penyesuaian dokumen kontrak kerja konstruksi.

(4) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memberikan layanan jasa pelaksanaan

yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,

elektrikal, dan/atau tata lingkungan mulai dari penyiapan

lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan |

konstruksi.

(5) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi .ebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberikan layanan jasa konsultasi
pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, Tipil,

mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan mulai
. -1

penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir lTasil |

pekerjaan konstruksi.

!‘

ari
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Pasal 7 .

Bentuk usaha dalam Kkegiatan jasa konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi usaha orgng

perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Bidang Usaha Perencanaan, .
b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan

c. Bidang Usaha Pengawasan.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana
konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi

beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana
konstruksi, atau pengawas konstruksi hanya dapat

melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan

bidang keahliannya.

Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaim;
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

ana

a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah; dan

c¢. kualifikasi usaha kecil.

Bidang wusaha perencanaan dan pengawasan Kkonstryksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huru c,

terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

|

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaim!ana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas bidang usaha

yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu,,
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Pasal 8

(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana

konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi

dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 9

konstruksi meliputi:

a. arsitektur;

b. rekayasa (engineering);
c. penataan ruang; dan
d. jasa konsultansi lainnya.

(2) Klasifikasi bidang wusaha jasa pelaksanaan

7 meliputi:
a. bangunan gedung;
b. bangunan sipil;
c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan

it d. jasa pelaksanaan lainnya.

i yang berbentuk usaha orang perseorangan dan BUJK wajib .

i memiliki IUJK. :
* (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hai‘us
% mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha j?asa
,{, konstruksi. "

(8) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan

konstruksi
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Pasal 10

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi

subklasifikasi bidang usaha:

a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;

b. jasa desain arsitektural;

c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;:

d. jasa desain interior; dan

e. jasa arsitektural lainnya. : i
(2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa l y
(engineering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:

a. jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik; ‘ \ :

b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi ',se?rta

struktur bangunan; |

c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air; |

d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik s1ipil ;

transportasi; |

i

e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal J:lan !

elektrikal dalam bangunan; . |

f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;

g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan

h. jasa desain rekayasa lainnya. §

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ mehputl

subklasifikasi bidang usaha:

|

I

a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan; |
»

b. jasa perencanaan wilayah; R
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C. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan
dan lansekap; dan

d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 11

(1) Klasifikasi bidang wusaha jasa pengawasan arsitektur,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melj‘puti

subklasifikasi bidang wusaha jasa pengawas administrasi
kontrak.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa usaha jasa pengawasan rekayasa
(engineering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:

a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;

b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil
transportasi;

c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan :

d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses

dan fasilitas industri.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ mehputl

subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendah
penataan ruang.

Pasal 12

i

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi
bidang usaha:

a. jasa konsultansi lingkungan;
b. jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;

C. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
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d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik
sipil transportasi; '

€. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik

sipil keairan;

f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan tekhik ‘
sipil lainnya; '

g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjéan

. t
konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan N

h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem

kendali lalu lintas.

Pasal 13

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yqﬁ‘.ng

bersifat spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat§(6)
meliputi subklasifikasi bidang usaha: ﬁ

a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
b. jasa survey bawah tanah;

C. jasa survey permukaan tanah;

d. jasa pembuat peta;

€. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;.
f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;

g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan

h. jasa inspeksi teknikal.

Pasal 14

(1) Klasifikasi bidang wusaha jasa pelaksanaan konstruksi

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha: =~ -
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jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan

koppel;

. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak

hunian;

. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;

. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;

jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan

bangunan serupa lainnya;

g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;

h.

i.

Jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan

jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.

Klasifikasi bidang wusaha jasa pelaksanaan konstruksi

bangunan 31p11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:

a.

jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dfam,

dan prasarana sumber daya air lainnya;

. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air mlnum

dan air limbah serta bangunan pengolahan sampabh;

jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang),

jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;

. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layf;fmg,

terowongan dan subways; |

jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
|

jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jaﬁh;

jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas ja:.rak f

jauh;

. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lbkal;

-t

jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah ~10k:'={i;

. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;




i:
;
,!
|
|
|
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k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk -

olahraga outdoor; dan

l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olah raga

indoor dan fasilitas rekreasi.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi
instalasi mekanikal dan elektrikal, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf ¢ meliputi subklasifikasi bidang

usaha: h

a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara ‘

(Air Conditionen), pemanas dan ventilasi; ;
‘r
b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa . air

(plumbing) dalam bangunan dan salurannya;

c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam |

bangunan;
d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;

e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga

berjalan; !

f. jasa  pelaksana  konstruksi pertambangan dan

manufaktur;

g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan,

minyak, gas, 'geothermal (pekerjaan rekayasa);

h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan;alat

angkat; |

i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas,ldan‘

energy (pekerjaan rekayasa);

j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, !

penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);

k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga .

listrik semua daya,;

-

1. jasa pelaksana konstruksi instalasi kpembar-lgAkit tenaga

listrik daya maksimum 10 MW (sepuluh Mega Watt);




;
i
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. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenélga

listrik energy baru dan terbarukan;

jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transn;lisi
tenaga listrik. tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;

jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi

telekomunikasi dan/atau telepon;

jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi

. L
tenaga listrik tegangan menengah;

jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi

tenaga listrik tegangan rendah;

jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi

telekomunikasi dan/atau telepon,;

jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan

instrumentasi; |

jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung
dan pabrik; dan |

Klasifikasi bidang wusaha jasa pelaksanaan lainnya«

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d

meliputi subklasifikasi bidang usaha:

a.

b.

C.

d.

jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran

bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;

jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi

prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung; |

jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi |

prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan sérta

rel kereta api; dan

jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi
prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air,

irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta
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bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah

(insinerator).

Pasal 15

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) meliputi:

a. pekerjaan nenyelidikan lapangan;

b. pekerjaan pembongkaran;

c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;

e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
f. pekerjaan perancah;

g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;

h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;

i. pekerjaan atap dan kedap air (waterproofing);

j. pekerjaan beton;

1

k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelaéan;
l. pekerjaan pemasangan batu;

m, pekerjaan konstruksi khusus lainnya; ‘
n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusué;
0. pekerjaan lansekap/pertamanan; dan

p- pekerjaan perawatan bangunan gedung. "

Pasal 16

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) meliputi:

a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
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b. pekerjaan plesteran;

c. pekerjaan pengecatan;
d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;

¢. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan

pemasangan wall paper,

f. pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material
lain;

g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior; ’
% h. pekerjaan Pemasangan Ornamen;
i. pekerjaan pemasangan gipsum;
j. Pekerjaan Pemasangan plafon akustik; dan

. pemasangan curtain wall.

Pasal 17 |

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang

¥ dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidiang
I

|
usaha: ;

i a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur tranportasi; :

;
1 b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air qlan
pekerjaan sanitasi; |

Cc. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan

d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.i

i _ BABV
A WEWENANG PEMBERIAN IUJK
Pasal 18

o (1) Bupati memberikan IUJK kepada usaha orang perseoran;gan

1 dan BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
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(2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didelegasikan kepada PTSP.

(3) IUJK diproses oleh PTSP setelah mendapatkan persetujuan

dari unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.

(4) IUJK diberikan kepada usaha orang perseorangan dan BUJK -
yang berdomisili di wilayah Daerah.

(5) TUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk
melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di selaruh

wilayah Republik Indonesia.

| BAB VI |
TATA CARA DAN PERSYARATAN IUJK a
Pasal 19

(1) Bupati melalui lembaga PTSP melakukan pelayanan pemberian
IUJK berdasarkan tata cara dan persyaratan permohoénan;

|
|
IUJK secara tertulis. ;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan !

permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur |

dengan Peraturan Bupati.

(3) Pelayanan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud padaf

ayat (1) meliputi:

a. permohonan izin baru;
b. perpanjangan izin;

c. perubahan data; dan/atau

d. penutupan izin.

(4) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 5 (lima) “harii

kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lenékap;
dan benar. {
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BAB VII g
PEMBERIAN IUJK
Pasal 20

(1) PTSP yang ditunjuk memberikan  [UJK, melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen permohonan.
(2) PTSP melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan

keabsahan dokumen permohonan sesuai kebutuhan.
Pasal 21
(1) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.

(2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pida

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 22

(1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan

dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak |

dapat dilakukan apabila yang bersangkutan selama kl%run
waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjjbn.
(3) IUJK yang diberikan berlaku diseluruh wilayah Rep :blik

Indonesia.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK f
I

Pasal 23 f

|
i
i
3
I
|
i
i

o
(1) Setiap usaha orang perseorangan dan BUJK yang f,elah;

memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan; jasa |
konstruksi.
(2) Setiap usaha orang perseorangan dan BUJK éebééaimana

dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:




i e e

(4)

(1)
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a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

¥

t
b. melaporkan perubahan data dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan dafta;

c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses

permohonan pemberian IUJK; dan

d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disainpaikan
kepada PTSP paling lambat bulan Desember tahun

berjalan. "

Selain memenuhi kewajiban sebagimana dimaksud pada aYat
(2), usaha orang perseorangan wajib didaftarkan pada PTSP,

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 24

Setiap pemegang IUJK wajib melakukan herregistrasi setiap
tahunnya. f‘

[
|

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyareftan

herregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur |

dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 25

PTSP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaiaan

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepéda

Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

e s
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BAB X
PEMBINAAN
Pasal 26

Bupati melaksanakan pembinaan kepada pelaksana
konstruksi.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pembina Jasa Konstl}lksi

dengan Keputusan Bupati, |

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan

(1)

(2)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratui,l'an

Bupati. |

|

BAB XI t
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

Setiap usaha orang perseorangan dan/atau BUJK yang tidak’
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat |(1)
berupa:

a. peringatan tertulis; atau
b. pembekuan izin usaha; atau

c. pencabutan izin Usaha.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebagai peringaﬁan
atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalajm
Pasal 23 ayat (2) dengan tidak menghentikan dan meniadakan

hak berusaha orang perseorangan dan /atau BUJK.

Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha

secbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan
apabila:
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a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu
masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender namun tetap
tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan
peringatan yang disampaikan sehingga menyebabkan

orang perseorangan dan/atau BUJK tidak diizinkan untuk

b. melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara

waktu; [

c. orang perseorangan dan/atau BUJK yang melanggar
ketentuan Pasal 8 ayat (2); atau

d. BUJK yang masuk ke dalam daftar hitam.

Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK sebagaimanab

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, diberikan apabila:

a. telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua)
kali;

b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tetap

melaksanakan pekerjaan; atau

c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi

dan/atau kegagalan bangunan.

IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali

apabila usaha orang perseorangan dan BUJK telah memenuhl
kewajibannya.

Bagi usaha orang perseorangan dan BUJK yang diberi1!<an
|

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dapat

mengajukan permohonan IUJK setelah memenﬁhi

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat; (2)

Peraturan Daerah ini. |

i
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 28

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) akan dikenakan

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29 N

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah

ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhfrx%lya
izin tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

i
{
|
I
i
i
i
i

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peratufan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nor?nor
29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembairan
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 7 Seri ;B),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31 |
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daefah |
Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha
Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Taﬁun |

2002 Nomor 7 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
- pada tanggal 14 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd
ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina Tk. I Nomor Reg. 188.342/V1/406.004/2013
NIP . 19650919199602 2 001 Tanggal 14 Juni 2013
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

1.

8
Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan
penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk |

akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang bemy

a

prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan .

dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial,

dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yé.hg

merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Und:%.r.‘

pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukp

Fegd
Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bi(iang

tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yian’g

diperlukan dalam p)enyelenggaraan pekerjaan konstruksi. b

P
?

Jasa  konstruksi nasional diharapkan semakin maﬁq]ﬁu |

mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melia.]
peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang ko:k}

1
dan mampu mewujudkan "hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitg

Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampi,lan

menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efeﬁct

sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudil‘;lji

kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala beise‘

menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesial

ui
Hh

S.

i

dan terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaras

jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan ant;a‘

pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.
!
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Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyék
diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana
terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak)idi
bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini

ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya,

yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu

pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal,
dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum
sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kArena
persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum

diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya :
pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi beh%lm

sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu
ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa
dan penyedia jasa, dalam'pemenuhan kewajibannya serta pemenuljan
terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keaman javn,
lééselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkain
bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang
direncanakan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan
arti penting jasa konstfuksi masih perlu ditumbuhkembangkan a

mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi secara optimal. |

Cukup jelas.

Asas Kejujuran dan Keadilan

Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengéffian;

kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa
konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi _berbé.gai‘

kewajiban guna memperoleh haknya.
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] Asas Manfaat

b Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan
jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-
prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab,

: efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan

jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. 1

Asas Keserasian . L

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam
interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan

lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan'’
bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan é |
& Asas  Keseimbangan mengandung pengertian bahwa
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandas ?.p
r pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antan*é |
f' kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna j Ja sa |

dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas | 1ni, |

’

untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai :
E dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang
|

proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

;: Asas Kemandirian

. Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh idan
|

berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional. 5 |

ji Asas Keterbukaan (; ‘

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersedidan

informasi yang dapat diakses sehingga memberikan pehflang‘

bagi para pihak, terwujudnya transparansi  dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkmkani

para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan
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kepastian akan ‘hak dan untuk memperolehnya serta

memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari
adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. S

Asas Kemitraan

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja péra |
pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timba] balik, dan
sinergis,

Asas Keamanan dan Keselamatan .

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian |
terpenuhinva tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keaman?.h ;
lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan Hazsﬂ ‘

i |
pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentin

1 .
gan
umum. '
Pasal 3 ‘-
i
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. ' B |
Pasal §

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas. e
Pasal 8 :‘ |

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

o

Penyelenggaraan PTSP merupakan  upaya membe;*ika?r

kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atay calq'n

i
'
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|

penanam modal untuk mendapatkan izin usaha, perizinan dan

non perizinan yang dibutuhkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas. :
Pasal 9 ? !
Cukup jelas.
Pasal 10 |
Cukup jelas. P |
Pasal 11 | B
Cukup jelas. g
Pasal 12 |
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas. o

Pasal 14
Cukup jelas. |
Pasal 15 H
Cukup jelas. ’ |
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ﬁ ‘

Cukup jelas ' |

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.




Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Daftar hitam” adalah daftar yang ,
memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau

Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi olsh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut

serta dalam proses pengadaan barang/jasa di Satuan 'f{erja
Perangkat Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN NOMOR




- - 33 -

s Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “Daftar hitam” adalah daftar yang
L

memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau

Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Auggaran berupa larangan ikut '

serta dalam proses pengadaan barang/jasa di Satuan ¥erja
Perangkat Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

— Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN NOMOR 20
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

.
Jumlah digit : '
1 2 3 415 6 718|19] 10 11 121 13 ] 14 15 | 16 | 17
Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
Digit2s/d5 : Untuk kode kabupaten/kota  dimana perusahaan

berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis uéaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai
dengan nomor 00001. No urut ini tetap dipakai walaupun
telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17: Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh:

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di
LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan hnomor 809465 serta tercatat pada buku

induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang
pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)




2. Kode kota Surakarta
3. Jenis Usaha
4. Nomor Urut Badan Usaha

5. Tercatat di LPJK
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: 3372
: 2 (Jasa pelaksana)
: 00811

: 809465

Kode Badan Usaha

1-3372 - 2- 00811- 809465

BUPATI TRENGGALEK,
ttd

MULYADI WR

ANIK SUWARNI, SH, M.Si Nomor Reg. 188.342/VI/406.004/2013

Pembina Tk. I

Tanggal 14 Juni 2013

NIP . 19650919199602 2 001




